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SALINAN | PUTUSAN
Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan
Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Yulin binti Umar Mbalu, NIK. 7208014905830001 , Tempat tanggal lahir
Parigi 09 Mei 1983 umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SMA, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal, Jalan Pantai Indah,
Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi
Moutong, sebagai Penggugat ;

melawan

Yayan bin Beny Anwar, NIK 7271081706880002, Tempat tanggal lahir Palu
17 Juni 1988 umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Bantaya,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari
2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal
tersebut dengan register Nomor  94/Pdt.G/2019/PA.Prgi., telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum
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dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/030/V/2017 tertanggal 22
Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
kediaman milik bersama sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagimana layaknya suami istri namun hingga Kkini

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk

dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Tergugat sering minum-minuman keras, memakai narkoba dan

shabu-shabu
b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2018, yang akibatnya
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat Tinggal, yang
meninggalkan tempat tinggal Kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawadda
dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan dan norma agama
maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk

menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
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Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Yayan bin Beny Anwar)
kepada Penggugat (Yulin binti Umar Mbalu);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:
Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu,
Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan dan Majelis
Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Jafar M.
Naser, S.HI (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), dan menurut laporan

mediator tertanggal 20 Maret 2019, usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isi

gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan jawaban karena tidak hadir pada saat sidang memasuki tahap

jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
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0166/030/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 atas nama Penggugat dan

Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi,

Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, fotokopi tersebut

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup

yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula
mengajukan bukti dua orang saksi yang telah diambil keterangannya
masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Mariyam binti Taher Ali, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan
rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,
menikah pada tahun 1998;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
kediaman milik bersama sampai berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2018 karena antara
keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa adapun penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-
minuman keras serta memakai narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
sejak bulan Agustus 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada lagi komunikasi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun
dengan Tergugat namun tidak berhasil;
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2. Jamal bin Hulopi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Keluarahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten
Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,
menikah pada tahun 1998;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
kediaman milik bersama sampai berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2018 karena antara
keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa adapun penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-
minuman keras serta memakai narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
sejak bulan Agustus 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada lagi komunikasi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, dengan
menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, selanjunya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal
yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu

kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak
berhasil,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Jafar
M. Naser, S.HI (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), dan sesuai laporan
mediasi tertanggal 20 Maret 2019 mediasi tersebut tidak berhasil karena
Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga

bersama Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini
adalah perceraian antara suami istri yang melangsungkan pernikahan
menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan
Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar

menjatuhkan talak satu ba’'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
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dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit
untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman
keras, memakai narkoba dan shabu-shabu dan Tergugat tidak memberikan
nafkah lahir bathin kepada Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah
tangga Penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus
2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat Tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal Kediaman bersama
adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan Penggugat
mengajukan gugatan cerai adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana
antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir di
persidangan setelah tahapan mediasi dilaksanakan, namun oleh karena
perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan
semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan
Penggugat. Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan
siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini
Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti (P.) berupa fotokpi Kutipan Akta Nikah
Nomor 0166/030/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 atas nama Penggugat dan
Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, fotokopi tersebut
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan
telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya,
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ternyata cocok dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat
bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah
dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata
sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian
alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat
bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami
istri yang sah, menikah pada tanggal 22 mei 2017, oleh karena itu
Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya
dibawah sumpah. Kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dimuka
persidangan merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan
Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76
ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah
dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg dan
mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg,
sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi
untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang
diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran
secara terus-menerus baik pertengkaran secara lisan maupun secara fisik
yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, memakai
narkoba dan shabu-shabu, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu
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keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh
karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309
R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat,
maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum
dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras,
memakai narkoba dan shabu-shabu;

- Bahwa sejak Agustus 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama,;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena
Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dapatlah
diketahui sejauhmana tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di
dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai
ke tahap dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah
tangga, karena salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah tidak lagi
menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada lagi
komunikasi yang baik antara suami-istri, upaya damai yang dilakukan oleh
pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak
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berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat
kediaman bersama sejak bulan Agustus 2018 yang lalu hingga sekarang
merupakan hal yang tidak lumrah dialami oleh sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus dan berkepanjangan serta tidak ada harapan lagi untuk
hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga, sehingga keharusan
suami istri  untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-
menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.
Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan tujuan
perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi
diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan
untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yayan bin Beny Anwar)
kepada Penggugat (Yulin binti Umar Mbalu);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh

enam ribu ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2
April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh
kami Ulfah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.HI dan
Mazidah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Ulfah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota |, Hakim Anggota |l,
Ttd Ttd
Jafar M. Naser, S.HI Mazidah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,
11 | Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Jamilah Hanafi, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp. 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Parigi
Panitera

Tadarin, SH
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